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ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG
DAPAT MERINGANKAN HUKUMAN BAGI KORUPTOR

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas | A Tanjung Karang No. 42/Pid.Sus-
Tpk/2016/PN.TjkK)

Oleh : Hyang Kinasih Gusti

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor
yang Dapat Meringankan Hukuman Bagi Koruptor (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Kelas I A Tanjung Karang No. 42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Tjk ini menjawab
atas bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi
koruptor dan faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman bagi koruptor, dan
menjawab tentang bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap dasar
pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan terhadap hukuman koruptor.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
iptif analisis, alat pengumpulan data menggunakan dokumentasi yai i

lan data yang tidak ungp di kan pada subjek pe
utusan pengadilan ne Z:I t“ pidana korupsi No. 42
Tp N.Tjk. pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karan
putusann i mberikan keringanan dalam hukuman.di elaku belum

pernah  melakukan jahatan ».dan pelaku kui kesalahan serta
mengembalikan h ﬂ

Kesimpulannya menurut hukum Islam juga terdapat peringanan hukuman
yang mana apabila terdakwa belum baligh atau belum cukup umur, gila, dan
dalam keadaan tidur atau tidak sadar selain itu terdapat pula berupa ditetapkannya
hukuman ta’zir dan diperberat dengan diyat, agar dapat menimbulkan efek jera
dan tidak diulangi lagi oleh pelaku jarimah tersebut. Maka dapat disimpulkan
bahwasannya putusan yang dijatuhkan pengadilan negeri kelas I A Tanjung
Karang terhadap pelaku sudah lah sesuai dengan hukum Islam dikarenakan pelaku
mengakui kesalahannya dan mengambalikan hasil korupsinya dan hakim tetap
memberikan hukuman kurungan dan hukuman denda kepada pelaku.
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MOTTO

Those who listen to the word and follow the best there of those are whom Allah
has guided and those are men of understanding (az Zumar: 18)*

' Dr. M. Tagi-ud-Din and Dr. M. Muhsin Khan, Translation of the Meanings of the Noble Qur’an
in the English Language, (Madinah, K.S.A: King Fahd Complex for the Printing of the Holy
Qur’an), p.624
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebelum penulis mengadakan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih
dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul.sebab judul merupakan kerangka
dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari
penafsiran dilkalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan
memberikan arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul penelitian ini.
Penelitian yang akan penulis lakukan ini berjidul : “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Faktor-Faktor Yang Dapat Meringankan Hukuman Bagi
r”. Ada pun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan sebagai

hsltﬂ\donesia adalah hasil

dapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari).?

Tinjauan menurut k

Definisi tinj urut “Achmad" elgomi h peninjauan kembali

(review) tentang masalah yang D€rkaitan tetap™idak selalu harus tepat dan identik

dengan bidang permasalahanyang dihadapi.

2 pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, 2003, him. 189.



Hukum Islam adalah Hukum yang di bangun berdasarkan pemahaman
manusia atas nash Al-Qur’an maupun sunnah untuk mengatur kehidupan manusia
yang berlaku secara universal, relevan pada zaman (waktu) dan tempat (ruang)
manusia.’

Faktor adalah keadaan atau pristiwa yang ikut menyebabkan
(mempengaruhi) terjadinya sesuatu sehingga keadaan dan pristiwa itu terjadi.*

Meringankan merupakan keadaan yang mempermudah sesuatu.”

Hukuman adalah suatu siksaan yang dikenakan kepada seseorang yang
diakibatkan karena melanggar hukum.®

Koruptor adalah pelaku korupsi (oknum), orang yang suka melakukan
korupsi (penyelewengan kekayaan Negara).” Koruptor merupakan dari (bahasa
latin Corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak,
menggoyahkan, memutar balikan, menyogok), adalah tindakan pejabat publik,
isi maupun pegawai negri, serta pi lain yang terlibat dal
secara tidak wajarﬂila i&wenyalah gunakan ke

n sepihak.?

public yan n kepada mereka untuk mendapatka

Berdasark alimat-kali

wa yang dimaksud
dengan judul ini adalah suatu penelitian guna untuk menganalisis putusan

pengadilan Nomor. 42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Tjk. Tentang tindak pidana korupsi

3Muhamad Igbal, Hukum Islam Indonesia modern,, Jakarta, 2014, him. 20.

4 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit. him. 387.

* Ibid. him, 1176.

® Ibid. him. 511

7 Kristian, Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2015, him. 19

® Leden Merpaung, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Jakarta, Djambatan,
2004. Him. 19



dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia yang dilaksanakan di
Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.
C. Alasan Memilih Judul
Alasan-alasan penulis terkait dalam memilih dan menentukan judul
tersebut adalah:
1. Korupsi merupakan kejahatan besar dan sering adanya tindakan peringanan
hukuman bagi pelaku korupsi atau koruptor.
2. Sumber data mengenai masalah yang dibahas cukup tersedia di perpustakaan,
sehingga penulis yakin bias menyelesaikan pembahasan ini.
3. Sesuai dengan disiplin keilmuan yang penulis jalani saat ini yaitu di Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung, jurusan Siyasah.
D. Latar Belakang Masalah
Korupsi dari bahasa latin : corruption dari kata kerja corrumpere yang
busuk, rusak, menggoyahkan, mutarbalik
korupsi adalah peri jjtﬁ baik poitisi maupu

negeri, ya

idak wajar dan tidak legal memperkay:

Ngan men%’ekuasaan publik yang

dipercayakan kepada mereka.’

emperkaya

mereka yang deka

Korupsi sudah menjadi fenomena yang biasa di dalam masyarakat di
Indonesia dapat dikatakan bahwa sepertinya korupsi sudah menjadi budaya.

Indonesia bagaikan surga bagi para koruptor. Hal ini terlihat dengan

® Ibid. HIm. 19



diletakkannya Indonesia pada peringkat kelima dari 146 negara terkorup yang
diteliti oleh transparansi internasional pada tahun 2004.

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit
dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermakna
majemuk yang memerlukan kemampuan berfikir aparat pemeriksaan dan
penegakan hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu
perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk menginspirasi
korupsi tersebut. Karena korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah,
anatara lain masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup serta budaya,
lingkungan sosial, system ekonomi, politik dan sebagainya.

Dalam Islam juga tidak dibenarkan seorang hamba allah untuk melakukan

korupsi, terbukti dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa’, 4:29.

.\/ 3 .‘./\/" B }/ 5\.?\ ‘: }15, sz
PIF o 5 5% o1 Y] Yl S W

Artinya’

“Hai orang-oran , jangaWhg memakan harta
sesamamu dengan jalan yang¥batil, kecual¥*dengan jalan perniagaan yang

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S, An-
Nisa;29)."

Adapun hukum memanfaatkan hasil korupsi, termasuk memakainya untuk
konsumsi atau belanja pribadi dan keluarga, sumbangan social dan biyaya ibadah,

atau kepentingan lainnya, hukumannya sama dengan memanfaatlam harta hasil

% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung; Diponegoro, 2017), him, 85



usaha haram seperti judi, mencuri, menipu, merampok, dan sebagainya. Dalam hal
ini ulama figih sepakat bahwa memanfaatkan harta yang diperoleh secara illegal,
tidak sah dan haram adalah haram, juga sebab pada perinsipnya harta tersebut
bukan hak miliknya yang sah sehingga tidak berhak untuk menggunakannya
meskipun dijalan kebaikan.!! Sebagaimana dalam QS. Al-Bagarah: 188 dan QS.

Ali Imran:130.

N\
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Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu
engetahui”. (Q.S, Al-Bagarah;188)."

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat

ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat

keberuntungan”.®

™ Ahmad Djazuli, llmu Figih Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Kencana,
Jakarta, him. 2005.

2 0p cit, him 29

Blbid, him 66



Hukuman dalam hukum pidana Islam pada dasarnya sama halnya dengan
konsep yang ada pada hukum pidana secara umumnya. Sama-sama merupakan
bentuk balasan kepada pelaku tindak pidana.

Dalam hukum pidana islam, terdapat beberapa jenis ancaman hukuman,
masing-masing ditinjau dari beberapa sudut yang berbeda, dimulai dari segi ada
atau tidak adanya Nas Al-Qur’an Maupun Hadi st yang menyebutkan, keterkaitan
antara hukum satu dengan yang lainnya, dari segi kekuasaan hakim yang
menjatuhkan hukuman, dan dari segi sasaran hukumnya.

Semua hukum tersebut tidak lain ditujukan untuk kemaslahatan manusia.
Dengan mengindahkan beberapa batasan tertentu agar hukuman tersebut tidak
melampaui batas yang ditentukan

Dalam figih ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman agi

pelaku tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Abu Daud:

4398. Dari Aisyah ahwa "Rasulullah’ SA bda, "Hukuman tidak
berlaku atas tiga hell® idur hinggagi W@rang yang gila hingga
ia waras dan anak kecil hingga¥e dewasa.™*

Menurut hadist ini, perbuatan tindak pidana dapat dimaafkan atau
diringankan apabila terdapat tiga kriteria yaitu seseorang sedang tertidur sampai ia
bangun dari tidurnya, anak kecil yang belum baligh atau belum bermimpi

senggama (dewasa), dan orang gila yang belum waras.*®

4 M.Nasiruddin Al-Albani, Abu Dawud Sulaiman bin, Sunan Abi Daud, Jus ke 3, Kampungsunnah,
him. 16
15 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, him. 351



Korupsi merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai perampokan
atau pencurian yang mana termasuk tindakan kejahatan yang mengancam
eksistensi harta benda. Kedua tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang
bisa menggoncangkan stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat.
Oleh karena itulah, Al-Qur’an melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan
menegaskan ancaman secara terperinci dan berat atas diri pelanggarnya.®

pada dasasrnya, Indonesia telah mengatur secara spesifik kejahatan
korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Bahkan dalam ketentuan pidananya tertulis ancaman bagi pelaku korupsi adalah
dihukum mati. Namun, pelaksanaan penegakan hukum Undang-Undang ini belum
tercapai maksud dan tujuannya. Pemerintah seakan-akan saling melindungi
apabila ada oknum yang tertangkap korupsi, sehingga masalah ini tidak pernah

habisnya dan para koruptor mendapatkan keringan hukuman.
Oleh Karena itu, urabjdﬁngnya keadilan dan

a Negara, mendorong penulis untu

n penelitian

dengan judul “T SIYASA AKTOR-FAKTOR
YANG DAPAT MERINGANKAN HUKUMAN BAGI KORUPTOR (Studi
Putusan Pengadilan Negri Kelas 1A Tanjung Karang No. 42/Pid.Sus-
Tpk/2016/PN Tjk)”. Yang mana hakim dalam perkara ini telah memberikan

putusan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman pidana

6 M. Amin Suma dkk, Pidana Islam di Indonesia (peluang, prospek dan tantangan), Pustaka
Firdaus, Pejaten Barat, him. 108



penjara waktu tertentu (1 tahun), pidana kurungan (3 bulan) dan pidana denda Rp.
50.000.000,00
E. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di kemukakan
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa saja yang menjadi faktor-faktor yang meringan hukuman koruptor dalam
hukum islam?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peringanan hukuman koruptor
dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas | A Tanjung Karang?
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat meringankan

kuman bagi pelaku tintk pia korupsi.
Untuk mengetahui ti IAH terhadap yang meg kan

hu indak pidana koruptor.

2. Kegunaan Pe
Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis
sebagai berikut:
1. Kegunaan teoritis
Untuk mengembangkan pengetahuan tentang tindak pidana korupsi, agar

dapat memperkaya khazanah keilmuan tindak pidana koruptor, selain itu



manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan pengetahuan
penulis tentang ilmu tindak pidana koruptor.
2. Kegunaan praktis
Dapat dijadikan refrensi dalam menetapkan hukuman islam, khususnya
pada kasus tindak pidana korupsi.
G. Metode Penelitian
Dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis
menggunakan beberapa macam metode agar memudahkan penulis dalam
mengumpulkan, membahas, mengolah, dan manganalisis data yang telah
terkumpul, yaitu:
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk Penelitian Kepustakaan (Library

rch) adalah penelitiangyang bertujuan untuk mengumpulk
a m  materi

rmasi dengan bant

perpus nelitian ini dilakukan dengan cara an sumber

primer yang ngan mas as dan juga untuk
mengetahui serta mendapatkan konsep para ilmuan sebagai landasan teori dan
skripsi ini.

Dalam hal ini, penulis mengadakan penelitian dengan cara membaca menelaah
dan mencatat bahan dari berbagai literature dan putusan hakim Nomor.

42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN  Tjk. Yang berhubungan langsung dengan

7 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Mandar Maju, Bandung, 1996, him 28



pembahasan dalam skripsi ini, serta literature lainnya yang mempunyai
relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.
b. Sifat Penelitian.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat normative analisis. “suatu metode
dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran,
secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, cirri-ciri serta
hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.dalam
penelitian ini akan digambarkan bagaimana analisis hukum islam dan hukum
positif di Indonesia terhadap putusan hakim pengadilan Negeri Kelas 1A
Tanjung Karang tersebut.'®

Sedangkan yang dimaksud analitis sendiri, sebagaimana yang dikutip oleh
kaelan M.S dari Patton yaitu: suatu proses yang mengatur aturan data,

mengorganisasikannya kesemua pola, kategori dan satuan uraian dasar yang

dian pada akhir pembahasan iak analisis kritis terhada
ek tersebut.™ b é l
2. Sumb

Sumber ad

i mana data

20" Adapun Sumber-
sumber-sumber data dalam penelitian ini terdm dari:
a. Sumber data primer yaitu putusan pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung

Karang, yaitu: Putusan Hakim Nomor. 42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Tjk. Yang

'8 Susiadi, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung : Pusat Penelitian san Penerbitan
LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), him. 25

95uharsami Arikuntoro, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Bhineka Cipta, Jakarta,
1997, him. 105

2 Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,

1998, him. 78.



berhubungan langsung dengan pembahasan dalam skripsi ini, buku-buku
tentang hukum pidana korupsi, kitab undang-undang Hukum Acara Pidana,
buku-buku tentang ketata negaraan (Siyasah), perundang-undangan yang
berkaitan dengan tindak pidana korupsi, Al-Qur’an, kitab-kitab figih, ushul
figih, dan kitab-kitab hadist.

b. Sumber data sekunder yaitu: buku-buku yang berkaitan dengan hukum islam,
perundang-undangan, serta literature-literatur yang berkaitan.

c. Sumber data tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan artikel-artikel
yang berkaitan.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik kepustakaan, teknik kepustakaan yaitu: penelitian yang bertujuan untuk

mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat

ng kepustakaan.”*
engingat bahwa sunbaerrature yang bersumbe

jung Karang

Al-

Qur’an, atau document pengadilan Negeri K

berupa putusan p . 42/Pid.Sus- Tjk. Tentang tindak
pidana korupsi, jurnal dan sejenisnya, maka pengumpulan data dilakukan dengan
pustaka melalui tahapan-tahapan berikut:

a. Mempelajari ketentuan-ketentuan yang berlaku diperpustakaan.

b. Membaca, mencatat dan mengutip sesuai dengan data yang dibutuhkan sesuai

dengan data yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan.

2L suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta,
1998, him. 114.



c. Membandingkan antara sumber yang satu dengan yang lain demi lengkapnya
data yang dibutuhkan.

4. Metode Pengolahan Data

Mengingata bahwa sumber data berupa literature yang bersumber dari
buku, tafsir hadist, kitab figih, kamus besar bahasa Indonesia, KUHP, maka data
yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (editing)
Pemeriksaan data atau (editing) adalah proses pemeriksaan untuk mengetahui
apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisian data yang mungkin
kurang lengkap,kurang jelas atau sudah benar dan sesuai/relevan dengan
masalah yang ada.

b. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah melaporkan secara sistematis data yang sudah diedit

iberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.??
tode Analisis Data. b I A

ata dilakukan dengan metode peneliti
prosedur penelitiawﬁilkan dawupakata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.?® Metode penelitian

kualitatif dalam pembahasan skripsi ini adalah dengan mengemukakan analisis

iIf adalah

dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka.

22 Abdul Kadir Muhamad, Hukum dan penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
him. 127.

2 Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rusda Karya, Bandung, 2001, him.
205.



Metode berfikir dalam analisis data ini yaitu metode Induktif. Metode
induktif adalah “cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, pristiwa yang kongkrit,
kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik generalisasi-
generalisasi yang mempunyai sifat umum. Maksud dari metode ini yaitu, suatu
cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, pristiwa

atau kasus kongkrit terjadi (benar terjadi).?*

U

243 trisno Hadi, Metode research, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987,
him 42.
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KORUPSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Korupsi Dan Dasar Hukumannya Di Indonesia
1. Pengertian Korupsi, Koruptor, dan Hukumannya dalam Undang-Undang

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin Corruptive atau Corruptus,
selanjutnyakata corruption itu berasal dari kata corrumpere (suattu kata latin
yang tua). Dari bahasa lain ini lah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa
seperti corruptive (korruptie) (belanda), corruption (prancis), dan corruptive
(korruptie) (Belanda). Dalam ensiklopedia Indonesia disebutka bahwa korupsi
(dari latin corruption=penyuapan; dan corrumpore=merusak) yaitu gejala bahwa
pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan,
serta ketidakberesan.?® Didalam konvensi PBB menentang korupsi, 2003 (United

n Againts Coruption 2003 (UNCAC), yang telah diratifikasi

an Undang-Undang ﬁr IJA ada beberapa perbu

dikategori i, yaitu sebagai berikut:

1. Penyuapan, jany u pemberia t public atai swasta,
permintaan, oleh pejabat public atau swasta atau internasional, secara
langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat

2. itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu
bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi

mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

%Y opi Gunawan, Tindak Pidana Korupsi, (Bandung, Refika Aditama, 2015), him 14



3. Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan oleh pejaba
public/swasta/internasional.
4. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

Dalam sejarah kehidupan hukum pidana di Indonesia istilah korupsi
pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-
06/1957, sehingga korupsi menjadi satu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi
dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain
menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuanga dan
prekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.?®

Dasar pokokdari segala ketentuan hukum pidana disebut Azas Legalitas
Azas ini bisa disebut juga sebagai azas nullum delicum, nulla poena sine praevia
lege poenali, yang maksudnya sama dengan maksud pasal 1 ayat (1) KUHP yang
berbunyi “tiada kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-

belumnya yang mengancam denganidana.?’
Undang-undang Nomﬂ ir&tentang Pemberantas

gaimana telah diubah dengan Und

pidana Nomor 20

Tahun 2001 tenta an tindak pi h.(UU No. 31 Tahun
2991 jo. UU No. 20 Tahun 2001) menurut pengertian korupsi yang hampir identik
dengan pengertian tindak pidana korupsi (Tipikor) itu sendiri, yaitu sebagai
berikut:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

Elwi Danil, Korupsi Korupsi dan Konsep Pemberantasannya, ( Jakarta,PT. Grafindo
Persada, 2012) him. 5
2T Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012) him. 39



kueangan negara atau prekonomian negara (Pasal 2 UU No.31 Tahun 1991 jo.
UU No. 20 Tahun 2001).

. Setiap orang yang dengan tujuan sendiri menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan
atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau prekonomian negara ( Pasal 3 UU No. 31
Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001)

. Setiap orang yang memeberi atau menjanjikan suatu kepada pegawai negeri
atau penyelenggaraan negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau
penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau member sesuatu
kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena hubungan dengan
sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan

Jjabatannya. (Pasal 5 ayat (1) UU Nig20 Tahun 2001)

lap orang yang membb riﬁ“ sesuatu kepada haki

kepadanya

maksu empengaruhi putusan perkara yang

untuk diadili, ikan atau‘menj u kepada seseorang
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi
advokat untuk menghadiri siding pengadilan dengan maksud untuk
mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat

(1) UU No. 20 Tahun 2001).



Ketika korupsi menjadi sesuatu yang pasti, insentif-insentif baik bagi
pejabat maupun warga negara dibolehkan kearah kegiatan-kegiatan yang secara
sosial tidak produktif meskipun secara pribadi menguntungkan. Para pejabat
menghabiskan banyak waktu mereka untuk mencari cara-cara memperoleh suap
dan uang paksa, bukan nya mengusahakan pelaksanaan tugas melayani
masyarakat. Warga Negara pun menggunakan energy mereka untuk mengejar
keuntungan tidak halal, dengn menambah pendapatan mereka bukan melalui
kegiatan yang produktif melainkan melalui penyuapan ketidak jujuran, dan kolusi.
Para pengamat mengatakan bahwa korupsi menimbulkan ketersaingan politik dan
ketidakstabilan politik.?®

Instrument hukum pidana khusus yang dewasa ini digunakan sebagali
sarana untuk mengulangi masalah korupsi dengan hukum pidana, adalah Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
ana telah diubah dengan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2
klanjuti amanat undahrilAdibentuk dan diberlak

or 30 tahun 2002 tentang komisi

Undang- asan tindak

korupsi (UU KP ng-Undang ahun 2009 tentang
pengadilan tindak pidana korupsi. Sebagai sebuah produk hukum, berbagai
undang-undang korupsi itu diharapkan mempu mengemban fungsi ganda, yaitu
disamping sebgai sarana represif, sekaligus ia mampu berfungsi sebagai sarana

dengan daya penengkal preventif.

%8 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi , (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001) him.
58



Hampir setiap hari dapat dibaca melalui liputan media masa tentang
terungkapnya beberapa kasus tindak pidana korupsi yang tergolong besar (grand
corruption). Disamping besarnya jumlah Kkerugian keuangan negara Yyang
ditimbulkan, modus operandi kasus-kasus “grand corruption” itu terliht demikian
rumit. Emskipun banyak kasus tindak pidana korupsi yang tertangkap, dan bahkan
telah diproses oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, namun sangat
sedikit yang dapat diketahui bahwa kasus itu telah dilimpahkan ke pengadilan.?

Dilihat dari sisi tingkat pertumbuhan korupsi di Indonesia dan dikaitkan
dengan tidak kemampuan hukum pidana yang ada, maka pemaruan undang-
undang korupsi adalah suatu pilihan. Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu
yang hanya merugikan keuangan dan atau perekonomian negara saja, tetapi sudah
sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi

masyarakat sebgai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu terdapat alasan

ional untuk mengategorikan kor
dinary crime), sehinqbbi

upsigsebagai sebuah kejahat
Aa perlu dilakukan se
(extraordinary measure), dan enggunakan

instrument-instrum~ang luar ’pula (extraordinary

instrument).*

cara yan

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi , memberikan kewenangan kepada hakim untuk
menjatuhkan pidana pokok secara kumulatif terhadap pelaku tindak pidana

korupsi, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda sekaligus. Ketentuan

2 Elwi Danil, Op. Cit,him 74
% bid, him 76



seperti itu jelas mengundang penyimpangan dari asas umum hukum pidana
tentang penjatuhan pidana pokok, yang tidak memperkenankan seseorang untuk di
jatuhi dari satu jenis pidana pokok.

Ketentuan mengenai kumulasi pidana seperti itu dianut kembali, dan
bahkan untuk pasal-pasal tertentu didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1991 dipertegas. Kalau Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 masih bersikap
lunak dengan memberikan kemungkinan atau alternative kepada hakim untuk
menjatuhkan pidana pokok secara kumulasi, maka Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1991 justru mengahruskannya, sehingga setiap orang yang terbukti
melakukan tindak pidana korupsi, disamping akan dikenakan pidana penjara, juga
akan dijatuhi pidana denda.

Dari pasal 11 pasal Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 memuat
rumusan tindak pidana korupsi beserta ancaman pidana didalamnya7 pasal

a merumuskan dengan, tegas_ancaman pidana penjara hal i
nya anak kalimat dalﬁl sAmt yang berbunyi : .

alah pasal 1

penjara...ta enda ...rupiah”. Pasal-pasal yang di

ayat (1), pasal 6,8 sal 13 Und or 31 Tahun 1991.
Dengan demikian berarti, apabila seseorang terdakwa terbukti melakukan tindak
pidana korupsi menurut pasal-pasal ersebut makan hakim harus menjatuhkan dua
jenis pidan pokok itu secara sekaligus.

Sementara pasal-pasal yang ain hanya memberikan alternative untuk
menjatuhkan pidana penjara dan pidan denda secara kumulatif, yang dapat

diinterprestasikan dari anak kalimat yang berbunyi : “...dipidana penjara...



dan/atau denda...rupiah”. Kenyataan seperti ini ditemukan didalam pasal 3,5,7
dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991. Dengan demikian berarti
apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut pasal-pasal
ini, maka hakim dapat menjatuhkan salah satu diantara kedua jenis pidana pokok
tersebut, atau kedua-duanya sekaligus.™
2. Faktor-faktor yang Memberatkan dan Meringankan Hukuman Bagi
Pelaku Pidana Korupsi

a. Faktor yang Meringankan

Dalam hukum pofitif aturan yang mengatur mengenai memperingankan
hukuman terdapat dalam Pasal 44, 45, 48, 50, 52a KUHP yang berbunyi sebagai
berikut:
1) Pasal 44 ayat (1) KUHP: barang sipa yang elakukan perbutan yang tidak dapat

dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan

erganggu Karena penyakit , tii( dipidana
| 44 ayat (2) KUHP: iby é&n itu tidak dapat dipe

pelakunya karena pertumbuha

cacat atau

terganggu kar aka hakim ahkan supaya orang
itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu
percobaan.

3) Pasal 44 ayat (3) KUHP: ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi

Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

31 Ibid, him. 90



4) Pasal 45 KUHP: dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum
dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun,
hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan
kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana sedikitpun,
jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan
Pasal-Pasal 487, 490, 492, 496, 497, 503-505,517-519, 526, 531, 532, 536 dan
540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan
kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah
menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

5) Pasal 48 KUHP: barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pegaruh daya
paksa, tidak dipidana.

6) Pasal 50 KUHP: barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan
ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana.

51 ayat (1) KUHR: barang siapa melakukan perbu
ksanakan perintah jatbniﬂﬁenguasa yang berwen

dipida

8) Pasal 51 ay

. perintah J wewenang, tidak
menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad
baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaanya
termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

9) Pasal 52 KUHP : bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan

pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu

melakukanperbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana



yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah
sepertiga

10) Pasal 52a KUHP: bilamana waktu melakukan kejahatan digunakan bendera
kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat

ditambah sepertiga.

Dari uraian diatas adapula yang dapat meringan hukuma terdakwa yang

diantaranya seperti:

a) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
b) Terdakwa bersikap sopan di persidangan

c) Terdakwa belum pernah dihukum

d) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

e) Terdakwa mengembalikan kerugian negara (kasus TIPIKOR)

lain itu juga terdapatr ia }i-wg dapat memperber.
yang diantaranya:

kan kejahatan untuk yang keduakalin

2. Perbuatan terdwkan keruWara

Dalam hukum pidana islam, terdapat beberapa jenis ancaman hukuman,

masing-masing ditinjau dari beberapa sudut yang berbeda, dimulai dari segi ada
atau tidak adanya Nas Al-Qur’an Maupun Hadi st yang menyebutkan, keterkaitan
antara hukum satu dengan yang lainnya, dari segi kekuasaan hakim yang

menjatuhkan hukuman, dan dari segi sasaran hukumnya.



Semua hukum tersebut tidak lain ditujukan untuk kemaslahatan manusia.
Dengan mengindahkan beberapa batasan tertentu agar hukuman tersebut tidak
melampaui batas yang ditentukan
b. Faktor yang Memberatkan

Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang dapat memberatkan hukuman
bagi pelaku yang diantaranya:

1. Jika seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar
kewwajiban khusus dari jabatannya, kesempatan atau sarana yang diberikan
kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga

2. Bilamana melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik
Indonesia, maka ditambah sepertiga.**

Dari hal inilah seorang hakim memutuskan suatu perkara dalam
persidangan. Dari sinilah seorang hakim harus betul-betul jeli dalam memutus
arena kalau salah-salah, bisa_menjadi mala petaka. Selain i
emberatkan juga dijelhll Aa pasal sebagai beriku

1. pasal

Dalam ha beberapa dipandang sebagai
perbuatan yang berdiri sendiri. Dalam hal ini ditambah sepertiga. Seperti contoh:
Andi memberikan sumpah palsu dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa
atau tersangka, maka ia dihukum 9 tahun dan saat itu pula andi mencuri diruang
siding. Maka hukuman ditambah sepertiga dari hukuman pokok yang lebih dari

hukuman maksimal.

%2 Azis Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), him 138



2. Pasal 486,478 dan 488 KUHP
Yaitu mengenai pengulangan terjadi kejahatan jika yang bersalah ketika
melakukan kejahatan belum lewat 5 tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau
sebagian dari pidana penjara yang dijatunhkan padanya, maka hukuman dapat
ditambah sepertiga.
3. Pasal 52 KUHP
Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar
suatu kewajiban khusus dari pejabatnya, atau pada waktu melakukan perbuatan
pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya
karens jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.
4. Pasal 52a KUHP
Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan
Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat kejahatan tersebut
mbah sepertiga
upsi Dalam Hukum h I A

si dan Hukumnya dalam Hukum |

Korupsi ia nakan atau uang/harta kekayaan
umum (negara, rakyat, atau orang banyak) untuk kepentingan pribadi. Praktej
korupsi biasanya dilakukan oleh pejabat yang memegang suatu kabatan

pemerintahan. Dalam istilah politik bahasa arab, korupsi sering disebut al-fasad

% Ibid, him. 138



atau riswah. Tetapi yang lebih spesifik adalah ikhtilas atau nahb al-amwal al-
ammah.*

Islam diturunkan Allah SWT adalah untuk dijadikan pedoman dalam
menata kehidupan umat manusia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan
bernegara. Tidak ada sisi yang tidak diatur oleh Islam. Aturan atau konsep itu
bersifat mengikat bagi setiap orang yang mengaku muslim. Konsep islam juga
bersifat totalitas dan komprehensif, tak boleh dipilih-pilih seperti yang dilakukan
kebanyakan pada zaman sekarang, mengambil sebagian dan membuang bagian
lainnya, adalah sikap yang tercela dalam pandangan Islam sebagaimana

disebutkan dalam surat Al-Bagoroh : 85.
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Artinya:

Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan
mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu
membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika
mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, Padahal
mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada
sebahagian Al kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain?

% Nurul Irfan, Korupsi dalam hukum pidana Islam, (Jakarta, edisi kedua amzah), him. 25



Tiadalah Balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan
kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan
kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.®®

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akan arti kesucian, sehingga
sangatlah rasional jika memlihara keselamatan (kesucian) harta termasuk menjadi
tujuan pokok hukuman. Karena mengingat harta mempunyai dua dimensi, yakni
dimensi halal dan haram. Prilaku korupsi adalah masuk pada dimensi haram
karena korupsi menghalalkan sesuatu yang haram, dan korupsi merupakan wujud
manusia yang tidak memanfaatkan keluasan dalam memperoleh rezeki Allah
SWT dan Islam membagi istilah korupsi kedalam beberapa dimensi. Yaitu :
risywah (suap), saragah (pencurian) al-gasysy (penipu) dan khianat
(penghianatan). Yang pertama korupsi dalam dimensi suap (risywah) dalam
pandangan hukum islam merupakan perbuatan tercela dan juga merupakan dosa
besar serta allah sangat melaknatnya. Islam tidak menentukan apa hukuman bagi
ap, akan tetapi menur gigeelakufsuap-menyuap ancama
ta’zir yang disesuaﬂj Aasing—masing dalam
Yang kedua r-dalam_dimensi pencurian (saragah), rarti mengambil

harta orang lain aNmbunyi-wya mengambil tanpa

sepengetahuan pemiliknya, jadi saragah adalah mengambil barang orang lain

dengan cara melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahun
pemiliknya, jadi saragah adalah mengambil barang orang lain dengan cara

melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.*

» Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung; Diponegoro, 2017), him, 13
%8 Nurul Irfan, Op.Cit, him. 30



Korupsi dalam Islam terdapat pengungkapan ghululdan akhdul amwal bil
bathil sebagaimana disebutkan oleh al-qur’an dalam surat Al-Bagarah;188

282
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Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara
kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta
itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta
benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.*’

Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya dengan mengemukakan

beberapa hadits tentang ancaman neraka.

B Zie i T Jé—fuj«g“m Lo wj\up&mx i o e

Dari Abi Malik Al il dari ‘Nabi shallall smlaiqi wa sallam, beliau
bersabda: “Ghulmw komp% besar di sisi Allah
adalah korupsi sehasta tanah, kalian temukan dua lelaki bertetangga dalam hal
tanah atau rumah, lalu salah seorang dari keduanya mengambil sehasta tanah
dari bagian pemiliknya. Jika ia mengambilnya maka akan dikalungkan kepadanya

dari tujuh lapis bumi pada hari Qiyamat. (HR Ahmad, dishahihkan oleh Syaikh
Al-Albani dalam Shahihut Targhiib wt Tarhiib 11/ 380 nomor 1869)

Hadits-hadits lain yang berhubungan dengan korupsi sangat jelas:

3 Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung; Diponegoro, 2017), him, 17
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Diriwayatkan dari Said bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu ‘anhu, ia
berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah
bersabda: Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara dhalim, maka Allah
akan mengalungkan di lehernya pada Hari Kiamat nanti dengan setebal tujuh
lapis bumi. (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Demikian lah ayat dan hadist-hadist yang tegas ancamannya atas orang-
orang yang menggelapkan harta, korupsi dan sebagainya. Harta-harta itu akan
menjerumuskan ke neraka dan dikalungkan di leher pelakunya. Bila yang
dikorupsi atau diambil secara dhalim itu bumi makan akan sampai tujuh lapis

bumi dikalungkan. Masih pula pelaku korup itu minta tolong kepada Nabi

ad SAW namun dijawab tidai‘ada pertolongan - unt
nya itu sudah disam;berl

Da iniPara ulama sepakat bahwa hukum k

haram dan

dosa besar. Hal itu~menganduwkejahatan yaitu:

a. Kecurangan dan manipulasi karena mengandung unsure penggelapan. Si
koruptor melaporkan data yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya
pembelian tiket pesawat dinas dilaporkan sebanyak 10 juta, padahal realitanya

hanya 5 juta. Maka dalam hal ini ia telah berbuat curang karena mengambil

uang 5 juta untuk dirinya



b. Kedzaliman karena merugikan rakyat yang telah membayar pajak. Dzalim
adalah berbuat sewenang-wenang. Dosanya sangat besar. Dan membawa
dampak yang berbahaya baik di dunia dan akhirat. Rakyat kecil yang tidak
berkuasa didzalimi oleh penguasa, pejabat dan petugas negara karena haknya
dalam bidang kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum terhalangi karena
dana pembiayaan untuk sarana tersebut dikorupsi.

c. Khianat karena melanggar dan menyalahi sumpah jabatan. Seorang pejabat
atau petugas negara telah disumpah dengan kitab suci bahwa mereka akan
bertanggung jawab dan melaksankan tugas yang diembankan dengan penuh
amanah. Tetapi dalam perjalanannya ia tidak menjalankan sumpah itu dan
berbuat menyimpang. Sikap ini dianggap sebagai bentuk khianat yang
dilarang Allah SWT: ”Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu

mengkhianati Allah, Rasul dan mengkhinati amanah-amanah yang telah

ikan kepada kamu”. ilam hul N ih, fiil nahi menunju
m i

Pa juga sependapat mengenai hukuman

ik dari dalil

Al-Qur’an maupu iketahui ba satu nash pun yang
menjelaskan tentang bentuk, jenis, dan jumlah sanksi hukum bagi pelaku Korupsi.
Oleh karena itu korupsi masuk kedalam ketegori jarimah takzir. Namun untuk
jarimah atau tindak pidana korupsi, ada sanksi tertentu yang apabila dihubungkan

dengan kategori hukum di Indonesia.*®

%8 Ahmad Wadi Muslich, Hukum Pidana Islam, (sinar Grafika, Jakarta, 2005), him 81



2. Faktor-Faktor yang dapat meringankan Hukuman dalam hukum Islam
Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi hukuman baik untuk
memberatkan atau untuk meringankan hukuman baik dalam konteks islam
maupun dalam hukum positif yang diantaranya.
Dalam figih ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman agi

pelaku tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Abu Daud:

duyuuﬁ(‘uj@dbf” &‘aM ﬁ;\lv&;b\&?ja\a:}
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4398. Dari Aisyah RA, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hukuman tidak
berlaku atas tiga hal: orang yang tidur hlngga ia terjaga, orang yang gila hingga
ia waras dan anak kecil hingga ia dewasa.’

Menurut hadist ini, perbuatan tindak pidana dapat dimaafkan atau
an apabila terdapat tiga kriteria yaitu seseorang sedang tertidu

iy

asa), dan-orang gila yang belum waras.*
Korupsi mﬁﬂﬁfahman yaHQPebagai perampokan
atau pencurian yang mana tefmasuk tindakKan kejahatan yang mengancam

eksistensi harta benda. Kedua tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang

dari tidurnya, anak baligh atau belum

bisa menggoncangkan stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat.

39 M.Nasiruddin Al-Albani, Abu Dawud Sulaiman bin, Sunan Abi Daud, Jus ke 3, Kampungsunnah,
him. 16
40 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, him. 351



Oleh karena itulah, Al-Qur’an melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan
menegaskan ancaman secara terperinci dan berat atas diri pelanggarnya.**

Selain itu adapun hal-hal yang dapat memberatkan hukuman dalam hukum
islam, sama seperti halnya hukum positif, hukum Islam juga akan melakaukan
pemberatan hukuman apabila pelaku tidak segera bertobat atau melakukan
kembali kejahatannya dan bahkan pelaku bisa saja diberikan sanksi hukuman

mati.

U

1 M. Amin Suma dkk, Pidana Islam di Indonesia (peluang, prospek dan tantangan), Pustaka
Firdaus, Pejaten Barat, him. 108



BAB 111
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS | A TANJUNG KARANG

NO. 42/P1D.SUS-TPK/2016/PN TJK

A. Sejarah Pengadilan Negeri Kelas | A Tanjung Karang

Gedung Pengadilan Negeri Tanjungkarang semula berada di Jalan Teuku
Umar No.19 Tanjungkarang, merupakan gedung PT. Kereta Api Indonesia.
Kemudian Sejak berdirinya gedung Pengadilan Negeri Tanjungkarang, mulai
tanggal 6 Mei 1967 kegiatan perkantoran pindah ke Jalan Rudolf Walter
Monginsidi/Beringin No. 27 Teluk Betung sampai dengan sekarang.

Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang mengalami  beberapa  kali
pengembangan tahun 1996-1997 menambah 2 (dua) buah ruang sidang. Ditahun
rjadi  pembongkaran gebesar-besaran. Gedung Pengadil
karang yang semulAiA Utara kemudian
menghadap imur dengan bangunan 2 (dua) lantai,

untuk IantNri 7 ruan’l (satu) ruang sidang

anak dan 1 (satu) Ruang sidang Utama, Ruang Panitera Muda Pidana, Ruang

Panitera Perdata, Ruang Jaksa, Ruang Posbakum Ruang Juru Sita, Ruang

Wartawan, Ruang Tunggu Anak dan Ruang Arsip.



5. itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu
bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi
mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

6. Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan oleh  pejaba
public/swasta/internasional.

7. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

Dalam sejarah kehidupan hukum pidana di Indonesia istilah korupsi
pertama kali digunakan di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM-
06/1957, sehingga korupsi menjadi satu istilah hukum. Penggunaan istilah korupsi
dalam peraturan tersebut terdapat pada bagian konsiderannya, yang antara lain
menyebutkan bahwa perbuatan-perbuatan yang merugikan keuanga dan
prekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi.*?

Dasar pokokdari segala ketentuan hukum pidana disebut Azas Legalitas

isa disebut juga sebagai azas nullum, delicum, nulla poena si

nali, yang maksudnyhlAud pasal 1 ayat (1) K

jahatan/delik, tiada pidana, kecuali ji da undang-

berbunyi

undang sebelumny; am dengan pi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak
pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun

2991 jo. UU No. 20 Tahun 2001) menurut pengertian korupsi yang hampir identik

*?Elwi Danil, Korupsi Korupsi dan Konsep Pemberantasannya, ( Jakarta,PT. Grafindo
Persada, 2012) him. 5
“3 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012) him. 39



dengan pengertian tindak pidana korupsi (Tipikor) itu sendiri, yaitu sebagai

berikut:

5. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
kueangan negara atau prekonomian negara (Pasal 2 UU No.31 Tahun 1991 jo.
UU No. 20 Tahun 2001).

6. Setiap orang yang dengan tujuan sendiri menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan
atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau prekonomian negara ( Pasal 3 UU No. 31
Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001)

7. Setiap orang yang memeberi atau menjanjikan suatu kepada pegawai negeri
atau penyelenggaraan negara dengan maksud supaya pegawai nhegeri atau

lenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat ses
tannya, yang bertentﬁe Ajibannya, atau memb

kepa i.negeri-atau penyelenggara negara k

gan dengan

sesuatu yang b gan kewaji atau tidak dilakukan
dalam jabatannya. (Pasal 5 ayat (1) UU Ni. 20 Tahun 2001)

8. Setiap orang yang member atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan
maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya
untuk diadili, atau memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi

advokat untuk menghadiri siding pengadilan dengan maksud untuk



mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan
dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat
(1) UU No. 20 Tahun 2001).

Ketika korupsi menjadi sesuatu yang pasti, insentif-insentif baik bagi
pejabat maupun warga negara dibolehkan kearah kegiatan-kegiatan yang secara
sosial tidak produktif meskipun secara pribadi menguntungkan. Para pejabat
menghabiskan banyak waktu mereka untuk mencari cara-cara memperoleh suap
dan wuang paksa, bukan nya mengusahakan pelaksanaan tugas melayani
masyarakat. Warga Negara pun menggunakan energy mereka untuk mengejar
keuntungan tidak halal, dengn menambah pendapatan mereka bukan melalui
kegiatan yang produktif melainkan melalui penyuapan ketidak jujuran, dan kolusi.
Para pengamat mengatakan bahwa korupsi menimbulkan ketersaingan politik dan
ketidakstabilan politik.**

strument hukum pid khusus yang dewasa ini diguna
ntuk mengulangi masbrii hukum pidana, adala

Tahun 1991 tentang pemberantasan i

Undang ana korupsi

sebagaimana telah Undang-U Tahun 2001. Untuk
menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut, dibentuk dan diberlakukan pula
Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak
korupsi (UU KPK), dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang
pengadilan tindak pidana korupsi. Sebagai sebuah produk hukum, berbagai

undang-undang korupsi itu diharapkan mempu mengemban fungsi ganda, yaitu

** Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi , (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001) him.
58



disamping sebgai sarana represif, sekaligus ia mampu berfungsi sebagai sarana
dengan daya penengkal preventif.

Hampir setiap hari dapat dibaca melalui liputan media masa tentang
terungkapnya beberapa kasus tindak pidana korupsi yang tergolong besar (grand
corruption). Disamping besarnya jumlah Kkerugian keuangan negara Yyang
ditimbulkan, modus operandi kasus-kasus “grand corruption” itu terliht demikian
rumit. Emskipun banyak kasus tindak pidana korupsi yang tertangkap, dan bahkan
telah diproses oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan, namun sangat
sedikit yang dapat diketahui bahwa kasus itu telah dilimpahkan ke pengadilan.*

Dilihat dari sisi tingkat pertumbuhan korupsi di Indonesia dan dikaitkan
dengan tidak kemampuan hukum pidana yang ada, maka pemaruan undang-
undang korupsi adalah suatu pilihan. Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu
yang hanya merugikan keuangan dan atau perekonomian negara saja, tetapi sudah

a dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial d
kat sebgai bagian darbai Oleh karena itu terda

cukup rasl

mengategorikan korupsi sebagai seb

(extraordinary cri emberantas tlakukan sengan cara-
cara yang luarbiasa (extraordinary measure), dan dengan menggunakan
instrument-instrument hukum vyang luar biasa bisa pula (extraordinary
instrument).*®

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi , memberikan kewenangan kepada hakim untuk

> Elwi Danil, Op. Cit,hlm 74
“*® Ibid, him 76



menjatuhkan pidana pokok secara kumulatif terhadap pelaku tindak pidana
korupsi, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda sekaligus. Ketentuan
seperti itu jelas mengundang penyimpangan dari asas umum hukum pidana
tentang penjatuhan pidana pokok, yang tidak memperkenankan seseorang untuk di
jatuhi dari satu jenis pidana pokok.

Ketentuan mengenai kumulasi pidana seperti itu dianut kembali, dan
bahkan untuk pasal-pasal tertentu didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1991 dipertegas. Kalau Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 masih bersikap
lunak dengan memberikan kemungkinan atau alternative kepada hakim untuk
menjatuhkan pidana pokok secara kumulasi, maka Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1991 justru mengahruskannya, sehingga setiap orang yang terbukti
melakukan tindak pidana korupsi, disamping akan dikenakan pidana penjara, juga
akan dijatuhi pidana denda.
ri pasal 11 pasal Umdang-Undang, Nomor 31 tahun 19
tindak pidana korbsia“an pidana didalamn

itu terbukti

kan dengan tegas ancaman pidana

dari adanya anak asal-pasal t bunyi : “...dipidana
penjara...tahun dan denda ...rupiah”. Pasal-pasal yang dimaksud adalah pasal 1
ayat (1), pasal 6,8,9,10,12, dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991.
Dengan demikian berarti, apabila seseorang terdakwa terbukti melakukan tindak
pidana korupsi menurut pasal-pasal ersebut makan hakim harus menjatuhkan dua

jenis pidan pokok itu secara sekaligus.



Sementara pasal-pasal yang ain hanya memberikan alternative untuk
menjatuhkan pidana penjara dan pidan denda secara kumulatif, yang dapat
diinterprestasikan dari anak kalimat yang berbunyi : “...dipidana penjara...
dan/atau denda...rupiah”. Kenyataan seperti ini ditemukan didalam pasal 3,5,7
dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991. Dengan demikian berarti
apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut pasal-pasal
ini, maka hakim dapat menjatuhkan salah satu diantara kedua jenis pidana pokok
tersebut, atau kedua-duanya sekaligus.*’

3. Faktor-faktor yang Memberatkan dan Meringankan Hukuman Bagi
Pelaku Pidana Korupsi
c. Faktor yang Meringankan
Dalam hukum pofitif aturan yang mengatur mengenai memperingankan

hukuman terdapat dalam Pasal 44, 45, 48, 50, 52a KUHP yang berbunyi sebagai

diperta abkan kepadanya karena jiwanya ca

it , tidak dipi

atau terganggu
12) Pasal 44 ayat (2) KUHP: jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung
jawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau
terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang
itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu

percobaan.

47 1bid, him. 90



13)Pasal 44 ayat (3) KUHP: ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi
Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

14) Pasal 45 KUHP: dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum
dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun,
hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan
kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana sedikitpun,
jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan
Pasal-Pasal 487, 490, 492, 496, 497, 503-505,517-519, 526, 531, 532, 536 dan
540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan
kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah
menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

15) Pasal 48 KUHP: barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pegaruh daya
paksa, tidak dipidana.

50 KUHP: barangsiagpa melaku perbuatan untuk m
ntuan Undang-UndanLdidA

17) Pasal

(1) KUHP: barang siapa _melak atan untuk
melaksanakan ~yang dibePﬁng berwenang, tidak
dipidana

18) Pasal 51 ayat (2) KUHP: perintah jabatan tanpa wewenang, tidak
menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad
baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaanya

termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.



19)Pasal 52 KUHP : bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan
pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu
melakukanperbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana
yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah
sepertiga

20) Pasal 52a KUHP: bilamana waktu melakukan kejahatan digunakan bendera
kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat

ditambah sepertiga.

Dari uraian diatas adapula yang dapat meringan hukuma terdakwa yang

diantaranya seperti:

f) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
g) Terdakwa bersikap sopan di persidangan
kwa belum pernah dihukum

rdakwa mempunyai tann I|L“

engembalikan kerugian negara (kasus TIPIKOR

Selain itu Na hal-ha’amperberat hukuman

terdakwa yang diantaranya:

3. Terdakwa melakukan kejahatan untuk yang keduakalinya atau residivis
4. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara

Dalam hukum pidana islam, terdapat beberapa jenis ancaman hukuman,
masing-masing ditinjau dari beberapa sudut yang berbeda, dimulai dari segi ada

atau tidak adanya Nas Al-Qur’an Maupun Hadi st yang menyebutkan, keterkaitan



antara hukum satu dengan yang lainnya, dari segi kekuasaan hakim yang

menjatuhkan hukuman, dan dari segi sasaran hukumnya.

Semua hukum tersebut tidak lain ditujukan untuk kemaslahatan manusia.
Dengan mengindahkan beberapa batasan tertentu agar hukuman tersebut tidak
melampaui batas yang ditentukan
d. Faktor yang Memberatkan

Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang dapat memberatkan hukuman
bagi pelaku yang diantaranya:

3. Jika seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar
kewwajiban khusus dari jabatannya, kesempatan atau sarana yang diberikan
kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga

4. Bilamana melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik
Indonesia, maka ditambah sepertiga.*®
I hal inilah seorapg hakim mutuskan suatu per

gan. Dari sinilah sehll\ Aetul-betul jeli dalam

perkara k

salah-salah bisa menjadi mala peta Itu hal yang

dapat memberatkaN dalam beWgai berikut:
5. pasal 65 dan 66

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai
perbuatan yang berdiri sendiri. Dalam hal ini ditambah sepertiga. Seperti contoh:

Andi memberikan sumpah palsu dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa

atau tersangka, maka ia dihukum 9 tahun dan saat itu pula andi mencuri diruang

8 Azis Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), him 138



siding. Maka hukuman ditambah sepertiga dari hukuman pokok yang lebih dari
hukuman maksimal.
6. Pasal 486,478 dan 488 KUHP

Yaitu mengenai pengulangan terjadi kejahatan jika yang bersalah ketika
melakukan kejahatan belum lewat 5 tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau
sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan padanya, maka hukuman dapat
ditambah sepertiga.
7. Pasal 52 KUHP

Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar
suatu kewajiban khusus dari pejabatnya, atau pada waktu melakukan perbuatan
pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya
karens jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.
8. Pasal 52a KUHP

pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera

ik Indonesia, pidana b(i\ﬁebut dapat kejahata

49

dapat dita iga.

C. Korupsi Dala
3. Larangan Korupsi dan Hukumnya dalam Hukum Islam

Korupsi ialah menyalah gunakan atau menggelapkan uang/harta kekayaan
umum (negara, rakyat, atau orang banyak) untuk kepentingan pribadi. Praktej
korupsi biasanya dilakukan oleh pejabat yang memegang suatu kabatan

pemerintahan. Dalam istilah politik bahasa arab, korupsi sering disebut al-fasad

9 Ibid, him. 138



atau riswah. Tetapi yang lebih spesifik adalah ikhtilas atau nahb al-amwal al-
ammah.”

Islam diturunkan Allah SWT adalah untuk dijadikan pedoman dalam
menata kehidupan umat manusia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan
bernegara. Tidak ada sisi yang tidak diatur oleh Islam. Aturan atau konsep itu
bersifat mengikat bagi setiap orang yang mengaku muslim. Konsep islam juga
bersifat totalitas dan komprehensif, tak boleh dipilih-pilih seperti yang dilakukan
kebanyakan pada zaman sekarang, mengambil sebagian dan membuang bagian
lainnya, adalah sikap yang tercela dalam pandangan Islam sebagaimana

disebutkan dalam surat Al-Bagoroh : 85.

z
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Artinya:

Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan
mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu
membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika
mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, Padahal
mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada
sebahagian Al kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain?

%0 Nurul Irfan, Korupsi dalam hukum pidana Islam, (Jakarta, edisi kedua amzah), him. 25



Tiadalah Balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan
kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan
kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.™

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akan arti kesucian, sehingga
sangatlah rasional jika memlihara keselamatan (kesucian) harta termasuk menjadi
tujuan pokok hukuman. Karena mengingat harta mempunyai dua dimensi, yakni
dimensi halal dan haram. Prilaku korupsi adalah masuk pada dimensi haram
karena korupsi menghalalkan sesuatu yang haram, dan korupsi merupakan wujud
manusia yang tidak memanfaatkan keluasan dalam memperoleh rezeki Allah
SWT dan Islam membagi istilah korupsi kedalam beberapa dimensi. Yaitu :
risywah (suap), saragah (pencurian) al-gasysy (penipu) dan khianat
(penghianatan). Yang pertama korupsi dalam dimensi suap (risywah) dalam
pandangan hukum islam merupakan perbuatan tercela dan juga merupakan dosa
besar serta allah sangat melaknatnya. Islam tidak menentukan apa hukuman bagi
ap, akan tetapi menur gigeelakufsuap-menyuap ancama
ta’zir yang disesuaﬂj Aasing—masing dalam
Yang kedua r-dalam_dimensi pencurian (saragah), rarti mengambil

harta orang lain aNmbunyi-wya mengambil tanpa

sepengetahuan pemiliknya, jadi saragah adalah mengambil barang orang lain

dengan cara melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahun
pemiliknya, jadi saragah adalah mengambil barang orang lain dengan cara

melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.>

>t Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung; Diponegoro, 2017), him, 13
%2 Nurul Irfan, Op.Cit, him. 30



Korupsi dalam Islam terdapat pengungkapan ghululdan akhdul amwal bil
bathil sebagaimana disebutkan oleh al-qur’an dalam surat Al-Bagarah;188

282
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Artinya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara
kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta
itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta
benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya dengan mengemukakan

beberapa hadits tentang ancaman neraka.

B Zie i T Jé—fuj«g“m Lo wj\up&mx i o e

-

Dari Abi Malik Al il dari ‘Nabi shallall smlaiqi wa sallam, beliau
bersabda: *“Ghulul (p n/_karupsi Ing besar di sisi Allah
adalah korupsi sehasta tanah, kalian temukan dua lelaki bertetangga dalam hal

tanah atau rumah, lalu salah seorang dari keduanya mengambil sehasta tanah
dari bagian pemiliknya. Jika ia mengambilnya maka akan dikalungkan kepadanya
dari tujuh lapis bumi pada hari Qiyamat. (HR Ahmad, dishahihkan oleh Syaikh
Al-Albani dalam Shahihut Targhiib wt Tarhiib 11/ 380 nomor 1869)

Hadits-hadits lain yang berhubungan dengan korupsi sangat jelas:

53 Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung; Diponegoro, 2017), him, 17



53 i p s a5 e sE( . 78 o~ o~ A
~ . . . - o Lo .0 ) - bl -~

s\g| sE | Aa -\ /a 4 . 4 _ £, - % PRt ,W 1.
56 A0 aa5h Rl o5 e i Akl o JB g ale
% 0% 24 Ut U J° 9 2

=
A

Diriwayatkan dari Said bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu ‘anhu, ia
berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah
bersabda: Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara dhalim, maka Allah
akan mengalungkan di lehernya pada Hari Kiamat nanti dengan setebal tujuh
lapis bumi. (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Demikian lah ayat dan hadist-hadist yang tegas ancamannya atas orang-
orang yang menggelapkan harta, korupsi dan sebagainya. Harta-harta itu akan
menjerumuskan ke neraka dan dikalungkan di leher pelakunya. Bila yang
dikorupsi atau diambil secara dhalim itu bumi makan akan sampai tujuh lapis

bumi dikalungkan. Masih pula pelaku korup itu minta tolong kepada Nabi

ad SAW namun dijawab tidai‘ada pertolongan - unt
nya itu sudah disam;berl

Da iniPara ulama sepakat bahwa hukum k

haram dan

dosa besar. Hal itu~menganduwkejahatan yaitu:

d. Kecurangan dan manipulasi karena mengandung unsure penggelapan. Si
koruptor melaporkan data yang tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya
pembelian tiket pesawat dinas dilaporkan sebanyak 10 juta, padahal realitanya

hanya 5 juta. Maka dalam hal ini ia telah berbuat curang karena mengambil

uang 5 juta untuk dirinya



e. Kedzaliman karena merugikan rakyat yang telah membayar pajak. Dzalim
adalah berbuat sewenang-wenang. Dosanya sangat besar. Dan membawa
dampak yang berbahaya baik di dunia dan akhirat. Rakyat kecil yang tidak
berkuasa didzalimi oleh penguasa, pejabat dan petugas negara karena haknya
dalam bidang kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum terhalangi karena
dana pembiayaan untuk sarana tersebut dikorupsi.

f. Khianat karena melanggar dan menyalahi sumpah jabatan. Seorang pejabat
atau petugas negara telah disumpah dengan kitab suci bahwa mereka akan
bertanggung jawab dan melaksankan tugas yang diembankan dengan penuh
amanah. Tetapi dalam perjalanannya ia tidak menjalankan sumpah itu dan
berbuat menyimpang. Sikap ini dianggap sebagai bentuk khianat yang
dilarang Allah SWT: ”Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu

mengkhianati Allah, Rasul dan mengkhinati amanah-amanah yang telah

kan kepada kamu”. ila i hul Nh fiil nahi menunju

juga sependapat mengenai hukuman

ik dari dalil

Al-Qur’an maupu 1ketahu1 ba satu nash pun yang
menjelaskan tentang bentuk jenis, dan jumlah sanksi hukum bagi pelaku Korupsi.
Oleh karena itu korupsi masuk kedalam ketegori jarimah takzir. Namun untuk
jarimah atau tindak pidana korupsi, ada sanksi tertentu yang apabila dihubungkan

dengan kategori hukum di Indonesia.>*

> Ahmad Wadi Muslich, Hukum Pidana Islam, (sinar Grafika, Jakarta, 2005), him 81



4. Faktor-Faktor yang dapat meringankan Hukuman dalam hukum Islam
Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi hukuman baik untuk
memberatkan atau untuk meringankan hukuman baik dalam konteks islam
maupun dalam hukum positif yang diantaranya.
Dalam figih ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman agi

pelaku tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Abu Daud:

638 1e Ja gy 06 dag fe 2 Lo 5o TG A (g5 288 2
J‘id"’d“ajfjj"’ o el e e fs 0 52

4398. Dari Aisyah RA, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hukuman tidak
berlaku atas tiga hal: orang yang tidur hlngga ia terjaga, orang yang gila hingga
ia waras dan anak kecil hingga ia dewasa.

Menurut hadist ini, perbuatan tindak pidana dapat dimaafkan atau
an apabila terdapat tiga kriteria yaitu seseorang sedang tertidu

Ak

asa), danorang gila yang belum waras.”®
Korupsi mﬁﬂﬁfahman yaHQPebagai perampokan
atau pencurian yang mana tefmasuk tindakKan kejahatan yang mengancam

eksistensi harta benda. Kedua tindakan itu merupakan tindakan kejahatan yang

dari tidurnya, anak baligh atau belum

bisa menggoncangkan stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat.

55 M.Nasiruddin Al-Albani, Abu Dawud Sulaiman bin, Sunan Abi Daud, Jus ke 3, Kampungsunnah,
him. 16
% Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, him. 351



Oleh karena itulah, Al-Qur’an melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan
menegaskan ancaman secara terperinci dan berat atas diri pelanggarnya.>

Selain itu adapun hal-hal yang dapat memberatkan hukuman dalam hukum
islam, sama seperti halnya hukum positif, hukum Islam juga akan melakaukan
pemberatan hukuman apabila pelaku tidak segera bertobat atau melakukan
kembali kejahatannya dan bahkan pelaku bisa saja diberikan sanksi hukuman

mati.

U

> M. Amin Suma dkk, Pidana Islam di Indonesia (peluang, prospek dan tantangan), Pustaka
Firdaus, Pejaten Barat, him. 108



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Tinjauan Hukum Islam Tehadap Hukuman Koruptor dalam Putusan
Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang
Dalam hukum Islam Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi
hukuman baik untuk meringankan hukuman baik dalam konteks islam maupun
dalam hukum positif yang diantaranya. Faktor yang meringankan hukuman dalam
figih ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman agi pelaku tindak pidana

seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Abu Daud:
m’ﬂuu,of\.d@db”’ \L}p‘w Q\L;&’W\Cs;ajlﬁ;\éié

RPN Ll G
da, "Huku

JU u“ﬁ
Dari Aisyah RA, Ba “W bersab

s tiga hal: orang yang tldur hlngga ia terjaga, orang yan
ecil hingga ia dewasa.”®

Menurut h rbuatan tinda at dimaafkan atau
diringankan apabila terdapat tiga kriteria yaitu seseorang sedang tertidur sampai ia
bangun dari tidurnya, anak kecil yang belum baligh atau belum bermimpi
senggama (dewasa), dan orang gila yang belum waras.® Korupsi merupakan
kejahatan yang dikategorikan sebagai perampokan atau pencurian yang mana

termasuk tindakan kejahatan yang mengancam.

%8 M.Nasiruddin Al-Albani, Abu Dawud Sulaiman bin, Sunan Abi Daud, Jus ke 3, Kampungsunnah,
him. 16
%9 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, him. 351



Pertimbangan hakim adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim
sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.
Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini
dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam
persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para
saksi keterangan terdakwa dan barang bukti.

Dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim, menunjukan bahwa sikap
hakim pemutusan perkara kental atau dipengaruhi oleh alam fikiran
positif/legalistic, artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila
terumus dalam undang-undang sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1 ayat
(1) KUHP vyaitu nulla poena sine lege (tidak ada pidana tanpa undang-undang)
atau dengan kata lain, apa yang dinormakan dalam undang-undang itulah yang
diterapkan, tidak terkecuali bagi pelaku korupsi. Putusan hakim yang menjatuhkan

dengan sanksi yang begsifat kumulatif (dengan pidana denda)
Selain itu juga putuﬁa‘ Ayang dijatunkan, m

bahwa ha

mematuhi hukum positif yang berla esia dengan

menggunakan das Undang-u Tahun 1991 jo. UU
No. 20 Tahun 2001. Berkaitan dengan hal itu, dalam hukum pidana Islam pun
memiliki kesamaa mengenai sanksi hukuman dalam pasal 2 ayat (1) (2) dan pasal
3 UU RI No. 31 Tahun 19991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Yang diputus oleh hakim pengadilan negeri Tanjung Karang yang memebrikan
sanksi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.

50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan



membayar uang pengganti kerugian negara Rp. 5.653.396.283.78,- (lima milyar
enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus
delapan puluh tiga rupiah tujuh puluh delapan sen) dalam satu bulan setelah
putusan pengadilan ditentukan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan
selama 3 (tiga) bulan.®®

Dalam hukum pidana islam bagi pelaku tindak pidana korupsi juga
terdapat kesamaan atau sama-sama dihukum dengan hukuman kumulatif,
hukuman kumulatif dalam hukum pidana Islam, yaitu berupa tak’zir yang
diperkuat atau diperberat dengan Diyat (denda), hal ini berkaitan dengan hadist
yang diriwayatkan oleh Husain bin al-Munzir bahwa ketika sayyidina Ali
ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-walid bin
Ugbah, beliau berkata : Rasullullah SAW telah menghukum sebanyak 40 kali

cambuk, begitu juga Sayyidina Abu bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum

delapan puluh kali setan iadal? sunnah, yang ini aku

adist diatas sudah jelas bahwa pad

emerintahan

Rasulullah sudah n hukuma a sanksi cambuk,
sebanyak 40 kali disaat pemerintahan sayyidina umar beliau memberikan sanksi
kepada pelaku tindak pidana korupsi sebanyak 80 kali, 40 kali itu yang dimaksud
dengan sanksi tak’zir sedangkan yang 40 kali cambukan adalah sanksi hukuman

tambahan, maka pada zaman tersebut pun sudah menggunakan sanksi hukuman

80 pytusan Pengadilan Negeri Kelas | A Tnjung Karang, No. 42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Tjk
Tentang Tindak Pldana Korupsi.

8 Imam Nawawi, Sahih Muslim Bl Syarh Imam An Nawawi (Beirut Libanon,1996) him.
1331



kumulatif atau sanksi hukuman berganda. Seperti yang dijatuhkan oleh hakim
Pengadilan Negeri Kelas | A Tanjung Karang Bandarlampung dalam putusan No.
42/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Tjk. Jika didalam hukum Islam sanksi kumulatif disebut
sebagai hukuman tak’zir yang diperberat dengan sanksi hukuman diyat, jadi baik
didalam hukum positif maupun di dalam hukum pidana Islam saling memiliki
kesamaan. Dan dalam kasus ini hakim sudah sesuai dengan hukum yang berlaku
di Indonesia atau hukum positif dan juga sudah sesuai dengan hukum Islam dalam

menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi.
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BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi
hukuman baik untuk meringankan hukuman baik dalam konteks islam
maupun dalam hukum positif yang diantaranya. Faktor yang meringankan
hukuman dalam figih ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman
agi pelaku tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam hadist riwayat Abu
Daud, yang mana perbuatan tindak pidana dapat dimaafkan atau
diringankan apabila terdapat tiga kriteria yaitu seseorang sedang tertidur
sampai ia bangun dari tidurnya, anak kecil yang belum:baligh atau belum

rmimpi senggama (dewasa), dan orang gila yang belum wara
dasar Hukum yang dhll&im Pengadilan Tipik

g dalam memberikan keringan hu

a terdakwa

dengan ket 97 ayat (1) h . Dan karena pelaku

tindak pidana korupsi telah memenuhi unsur merugikan keuangan Negara
dan prekonomian Negara, maka hakim menjatuhkan sanksi hukuman
menurut ketentuan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999
yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam memutuskan

putusan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas | A



Tanjung Karang, Hakim juga berdasarkan atas pengakuan langsung dari
terdakwa, keterangan saksi-saksi ahli, dan meneliti surat atau alat-alat
bukti, sedangkan pertimbangan hakim yang paling dominan adalah hal-hal
yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa

Dalam figih siyasah dan kajian siyasah Dusturiyah terdapat prinsip-prinsip
yang relevan dengan pembahasan ini yang mana Siyasah Dusturiyah
terdapat prinsip yakni prinsip penegakan keadilan, yang sangat banyak
sekali ayat Al-Qur’an yang menegaskan pentingnya penegakan keadilan
dalam masyarakat. Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka
keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga.
Sebaliknya bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka
keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun
mengalami goncangan. dalam perkara ini hakim menjatuhkan hukuman 1
hun penjara dan denda sebesar 50.000.000,00. Men
slam, penjara dipanbki hukuman utama, tet

gai hukuman pilihan. Hukuman pok

yari’at Islam

bagi perbu diancam de ad adalah hukuman
jilid atau cambuk. Denda dalam hukum positif digiyaskan dengan diyat di
dalam hukum Islam dikarenakan sama-sama berfungsi sebagai hukuman
tambahan atau hukuman pelengkap dari hukuman pokok dalam Undang-
Undang No 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

(TIPIKOR). Hukuman diyat atau denda diterapkan sebagi hukuman



pelengkap atau tambahan dari hukuman yang telah ditentukan oleh Ulil
Amri, agar pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera dan tidak
mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari
B. Saran

1. Adanya kecendrungan masyarakat untuk enggan melaporkan adanya
tindak pidana korupsi yang terjadi meskipun mengetahui kejadian tersebut,
sikap yang demikian ini tidak mendukung pentingnya fungsi sosial control
serta menghambat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana
korupsi.

2. Diharapkan kepada sarjana hukum islam agar dapat menggali lebih dalam
tentang faktor-faktor yang dapat meringankan hukuman koruptor dalam
ketentuan hukum islam, baik menurut pendapat ulama klasik maupun

kontenporer, sehingga dikemudian hari dapat dijadikan acuan dan

rtimbangan hakim dal men'atuhﬁn putusan terhadap pel si
I indonesia ﬁ I

)
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